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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 22. TAHUN 2009 

TENTANG 

~ EMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LA TIHAN KERJA 
OAN PRODUKTIVITAS (BLKP) PADA DlNAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG 

f enimbang 

I englngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah 
Kata Palembang Namor 9 Tahun 2008 lenlang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata 
Palembang sejalan · dengan ketentuc1n Pasal 3 Pera tu ran Daerah 
Kata Palemb.ang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan 
Pemerintahan Kata Pale·mbang, dibidang kele.nagake.rjaan, maka 
dalam upaya mengoptirnalkan tugas pakak dan fungsi Dinas 
Tenaga Kerja pada tingkat aperasianal serla dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertu rnembentuk 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) Balai lafihan Kerja dan 
Produklivitas (BLKP) Pada Dinas Tenaga Ke.rja Kota Palembang; 

b. bahwa berdasarkan perlimb~ngan sebagalmana dirnaksud hl,lrllf a, 
perlu menetapkan Peraturan Walikata Palembang tenlang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan 
Kerja dan Produktivitas (BLKP) l;>ada Dinas Tenaga Kerja Kota 
Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Pembentli.kan 
Daerah Tingkat II dan Katapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI 
N.omar 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lernbaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10· Tahun 2004 tentang PembenttJkan 
Peraturan Perundang-unclangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nom·or 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor ..... , Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor .... ); 

·5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Noma!' 125, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4437) s.ebagaimana telah diubah kedu.a 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuri 2008 lentang 
Perubahan Undang-Undang Noi:nor 32 Tahun 2004 lentang 
Pemerintahan Dae.rah {Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4844); 



I enetapkan 

6. Undang-Undang Nomor ~3 I ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuanga.n Antara Pemerintah Pusat dan· Pemerrntahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemeiintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sadan 
Nastonal Sertiflkasi Profesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor .... ); 

8. Peraturan P.emerintah Nomor 31 Tehun 2006 tentang Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran f',legara RI Tahun 2006 Nomor 
... , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor .... ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun· 2007 Nomor 82, Tambahan 1--embaran Negara Nornor 
4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t.entang Pedoman 
Organisasi Perangl<at Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4741); 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Dae.rah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nornor 6); 

12. Peraturan Daeraf) Ko~ Pc1l~mbang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 9 
Nomor 2008). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN •WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI 
LATIHA:N KERJA DAN PRODUKTIVlTAS (BLKP) PADA DINAS 
TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerintah Kata adalah Pemer.intah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4 . Wakil Wallkota adatah Wakil Walikota Palembang. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Palembang. 
7. Dines Tenaga Kerja adalah Din;;is Tenaga Kerja Kota Palembang. 
8. Kepatci Dinas adalah Kepala Dlnas Tenaga Kerja Kola Palembang. 
9. Sel,<retaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Palembang. 
10. Kepafa Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Din.is Ten.tg<1 

Kerja Kota Palembang. 
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bala\ La.tihan Kerja dan Produktivitas 

yang selanjutnya disingkat UPTD Balai latihan Kerja dan 
Produktivitas adalah UPTD pada Dinas Tenaga Keija yang 
merupakan unsur pela~sana leknis operasional Di/las Tenaga 
Kerja. 

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Lalihan Kerja dan 
Produktivitas yang selanjutnya dlsingkat Kepala UPTD adalah 
Kepala UPTD BLKP pada Dinas Tenaga Kerja. 
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13·, Kepala Sub Baglan Tata Us:aha adalah Kep·a1a Sub l:lagian pada 
UPTD Balal Lalihan Kerja dan Produktivilas. 

14. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional 
pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan h-ak secara penuh oleb 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegialan yang 
sesual dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Oengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai 
Latihan Kerja dan Produldivitas (BLKP) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota 
Palembang, 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal3 

(1) UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga 
Kerja Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dihas Tenaga 
Kerja Kota Palembang. 

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara administrasi dan leknis 
oper~slonal Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Prcxluktivitas 
Pada Dinas Tenaga Kerja dibina o!eh Sekretaris dan Kepala 
Bldang. 

Pasal4 

UPTD Balai Latihan Kerjc1 dan Produktivitas Pada Olnas Tenaga Kerja 
mempunyai t4gas melaksanakan sebagian ,tugas Dinas Tenaga Kerja 
pada tingkat operasional yan·g melipuli penyelenggaraan P.elatihan dah 
keterampifan kerja baik teknik maupun managerial, penyuluhan, 
pengukuran produktifitas s~rta konsultasi, manajemen, pelatihan dan 
kelerampilan managei:nen dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
produkivitas tenaga kerja. 

Pasal5 

Untuk melak.sanakan tugas sebagajmana dimak.sud dalam Pasal 4, 
·UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan reneana kerja dan kegiatan pelaksanaan keterampitan 

dan produktifitas tenaga kerja. 
b. Penyusunan rencana program kerJasarna pelatihan keterampilan 

dan peningkatan produkiivitas. 
c. Peny,elenggaraan kegiatan teknis operasional kegialan pelalihan 

kerja dalam berbagai macam kejuruan baik dalam bidang teknik 
maupun manajerial yang diselenggarakan didalam maupun diluar 
Balai Latihan Kerja dan Produktivitas melalui unit latihan kelillng. 

d. Pemberian layanan informasi pelatihan. 
e. Pelaksanaan seminar-seminar, peny1.1luhan, penelaahan dan 

pengukuran produklivitas serta konsultasi manajemen. 
f. Fasili\asi pe!:)empatan _kelulusan peserta latihan. 
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g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya. 
h. Penyampaian lapoJan kegiatan oi~eraslonal kepada Kepala Dlnas 

melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas 
Pada DinasTenaga Kerja, terdiri dari : 
a . Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organ,sasi UPTD Balai Latihan Kerja dan 
Produktivitas Pada Oinas Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terplsahkan dari 
Peraturan ini. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTD 

Pasal 7 

Kepala UPTD mempunyal tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
p~li3.ksanaan sebagian fugas operasional Dinas Tenaga Kerja ,dalam 
bidang pelatihan keterampilan kerja dan produktivltas tenaga kerja 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentvan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal8 

Untuk melaks-anakan tugas sebag-aimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pelatilian kerja 

dan ·produktivjtas. . 
b. Penyiapan jadwal pelatihan. 
c. Pengkoordinaslan penylapan penyelenggaraan pelatihan 

keterampilan kerja dan produktivitas. 
d. Pengendalian dan pemantauan kegiatan pelatihan dan 

produktivitas. 
e. Penyiapan program-program pelatlhan dan pernberian layanan 

informasi pelatihan. 
f. Fasilitasi penerbitan sertifikasi kelulusan pelatihan. 
g. Fasilftasi penempatan peserta hasll pelatlhan. r-PE1ngkoordina_sian dengan unit kerja lerl<alt. 
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelclksanaan tugas: 

Baglan Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 9 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayal (1) huruf b, mernpunyai tugas melaksanakan urusan administrasi 
surat menyurat, kearslpan, perlengkapan. rumah tanggan d!3n 
keuangan. 
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Pasal10 

Untuk melaksanakan lugas sebagafmana dlmaksud dalam Pasal 9 , 
Kepala Sub Bagiari Tata I.Jsaha mempunyai fungsi : 
a . Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

keglatan yang telah dlletapkan sesLiai dengan bidang tugasnya. 
b: Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat rnenyurat, kearsipan 

dan dokumentasi. 
c. Pelaksanaan urusan adrninistrasi kepegawaian. 
d . Pengelolaan administrasi keuangan melipuU perbendaharaan, 

verifiKasi, pernbukuan serta pertanggungjawaban keuangan. 
e. Pengelolaan urusan rurnah tangga dan perlengkapan, melipuli 

perenC?naan kebutuhan, pengadaan, inventarisasl, pemellharaan, 
usulan sarana dan prasarana latihan .. 

r. Pelayanan adrninistrasl kelengkapan dokumen peserta pelatihan. 
g. Penyiapan surat kelerangan kelulusan pelatihan (Sertifikasi). 
h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan peiaksanaan tugas. 
i . Peiaksanaan tugas-tugas lain yang diberil<an Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Teknls Operaslonal 

p~·sal 11 

Petugas Teknis Operasional sebaga.imana dimaksud datam Pasc:1I 6 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan 
pelallhan kerja dan produktivitas serla uji keterarnpilan. 

PasaI 12 

Petugas Teknis Operaslonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan Jadwal pelatihan. 
b. Penyiapan pelaksamian pelatihan keterampilan dan produktivilas. 
c. Penyiapan bahan-bahan dan fasilltas-fasllitas pelatihan. 
d. Pelaksanaan penyuluhan produktivitas. 
e. Pemeliharaan dan pemantauan pemaofaatan sarana dan prasarana 

pelatihan. 
f. Penyelenggaraan•konsultasl managerial. 
g. Pemasyarakatan pengikalan kualitas dan produktivitas. 
h. Pelaksanaan kerjasama dan berko.ordlnasi dengan pihak terkail. 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lc1in yang diberika.n oleh Kepc1la UPTD. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fung$ional 

Pasal13 

{1) Kelompok Jabalan Fungsionai sebagaimana dim·aksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja dan 
Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja se.suai dengan keahnan 
yang dibutuhkan_ 

(2) Kelompok Jabatan Fungsionat terdiri dari sejumlah lenaga dalam 
jenjang Jabatan fungsional .yang_ terbagi dalam kelompol< sesual 
dengan bidang tugasnya. 
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BAB V 
TATA KERJA 

Pasal14 

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Latihan Kerja dan 
Produklivrtas Pada Dinas Tenaga Kerja menerapkan prinsip 
koordlnasl, integrasl den sinkronisasi balk dilingkungan satuan 
kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang 
lugasn.ya. 

Pasal15 

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas P.ada Dinas 
T~naga Kerja dalam melaksa.nakan tugasnya didasarkan pada 
kebijakan yang diletapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berfaku. 

Pasal 16 

(1) Kepala UPTD Bala! Latihan Kerja •dan Produktlvitas Pads Dines 
Tenaga Kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya serta memberlkan blmbingan d~h j)etunjl,lk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi 
penyimpangan dapat mengambil tindakan yang dipertukan dan 
melaporkari penylmpangan t~rsebut kep~da Kepala Dlnas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Sub Bagian, Pelugas Teknis Operasional dan Kelompok 
Jabatan Fungslonal bertanggungjawab kepada Kepala UPTO 
Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Oinas Tenaga Kerja. 

BAB VI 
PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pas·aI17 

Kepala UPTO, Kepala Sub Bagian Ta1a Usaha, Petug/i'I.S Operasional 
dan Kelompok Jabatan Fungslonal pada UPTD Balai Latlhan Kerja 
dan Produktivttas Pada Oinas Tenaga Kerja diangkal dan 
diberhentikan oleh Wallk~ta berdasarkan usu! Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, meme.rintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Be~ Daerah Kata 
Palembang. 

Diletapkan di Palembang 
pada tanggal 2009 

WA IK J' PA EMBANG, 

illundar.o~an ~I Palombang 
p.odo hlnw-! 200 

S[l(RETARIS DA£l\Ali 

- • I C ::;::, --> I 

1.1r-4, H. Merv,ari K.um,n, M. st 
BlRITA DMltAH KOTA l'AU 1,1a·AH<> 

TAHUN 200$ 110'.{()J! 2,.7... 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
(UPTD) BALAl LATIHAN KERlA DAN PRODUKSTIVJTAS (BLKP) 
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG. 

LAMPJRAN PERATIJRAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR : 2'2. TAHUN 2009 
TANGGAL: M E't 2009 

--------------------------------ENTANG:Pl::'MBENTOKAN1JNitPELAl\SAN:O.~fEKNIS"ol'NA5'(UF'fDJ. -

KEL:OMPOK JABATAN R.JNGSIONAL 
I I I I I I I I I I I I I I I j 

I I I I I I I I I I I I I I I 

(llundnr,ol\oJI ~I l'l,lombonQ 
p,.d, targoal 200 

SE~RETARIS OA! ftAH. 

rn-, s91;r•; c¾ - ,. 

Ora. II. Mcrwan H'•mon. 1\1. SI 
UI\ITA OACIIAH KOT.A l'ALEMS>Jf<; 

T ANUN 2009 NOMOft 1 '2.. 

BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKSTIVITAS (BLKP) 
PADA OINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG. 

KEPALA UPTD 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

PETUGAS TEKNIS 
OPfRASIONAL 

NAPUTRA 


